PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN

ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

Mengingat

Al

kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan
pada tahun anggaran 2019, dipandang perlu
dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Peraturan
Wwali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019,
perlu dilakukan penyesuaian baik dari
pengaturannya mauptn dari penganggarannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun
2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);




Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43355);

Undang-Undang Neomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400});

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);




10.

11.

12.

18,

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005});

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67};

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang  Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat I Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumatera Utara ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65},

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4416]),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;




28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2011
Nomor 450}, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negerit Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota ~Medan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 4};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasall

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 12), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 3
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il Peraturan Wali Kota ini.
Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 April 2019

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 13.
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

i
BAMB AN%, SH

Pembina
NIP. 19620515 1990111 001




LAMPIRAN 11
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPAT/

DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MEDAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMILAH (Rp)

BERTAMBAH /
(BERKURANG

Pertimbangan Objekuf

N I'RATAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH (Rp) o
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 1 5 b I
I. DINAS PENDIDIKAN
1001, LOLGL. 00, 00 3.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 858,513,012,359 858.513,012,359 - -
1.00 . LOLOL .00 .00 5.1.1 BELANIA PEGAWAL 858,513,012,359 858.513,012,359 - =
101 1L.0LOL 00 00 5.01.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 568,338.706,359 568,338,706,359 - - 8
101 10101 00 00 5.1 1. 01 01 |Gay Pokok PNS/Uang Representasi 466.878.271.359 466,248,848.359 (629.423.000)] (0 I 3)|Gan Pokok PNS | Tahun x 466248848359 = 466,248,848 339
1.01.1.01.01 00 00 5.1 1 0 02)Tunjangan Keluarga 31,309.269.000 31.309.269.000 - - |Tunjangan Keluarga I Tahun x  31.309.269.000 = 31309 265 000
101 10000 00 00 5.1 1 01 g3|Tunjangan Jabatan 229,936,000 229 936,000 - - [Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 229.936.000 - 229.936,000
Inl 1glol 00 00 5.1 1 001 .4]|Tunjangan Fungsional 34.078,083.000 34,078,083.000 - - |Tunjangan Fungsional | Tahunx  34.078,083.000 = 34.078 083.000
1.01 1.01.01 0o 00 3.1 1 01 ,5|Tumangan Fungsional Umum 1.036.203,000 1,036.203.000 - - angan Fungsional Umum | Tahun x 1.036.203.000 = 1036203000
101 10161 00 o0 5 1 1. 0l "6|Tunjangan Beras 17.669.799.000 17,669,799,000 - - |Tunjangan Beras | Tahunx  17.669.799.000 = 17,669,799 000
igl 1011 00 00 5 11 ¢l " 7|Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.132.899.000 1,762.322.000 629.423.000 55 56 [Tunjangan PPh | Tahun x 1,762,322.000 = 1,762.323 go0
11 10101 o) 00 5 1.1 01 B8 |Pembulatan Gaji 10,000,000 10,000,000 = - Pembulatan Gaji I Tahun x 10,000,000 = 10,090,000
10l 10101 00 08 5 1. 1.01 99 luran Asuransi Kesehatan 12.266.523.000 12.266.523.000 - - |turan Asuransi Kesehatan | Tahunx _ 12.266.523.000 = 12266523000
10010101 oo 00 5 1 1 01 23[luran Asuransi Ketenagakerjaan 3,727,723.000 3.727.723.000 s luran Asuransi Ketenagakerjaan | Tahun x 3.727.723.000 3.727,723.000
101.10101 060 90 s 1.1 Q2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 290,174,306.000 290,174,306,000 - -
101, 10101 00 00 5 1 1 02 0l |[Tambahan Peaghasilan Berdasarkan Beban Kersa 26.569 941,000 26.56Y.941.000 - - ﬁ”ﬂ”._._.._m_dznh._”o:m:&:nn Berdasarkan | Tahunx  26.569.941 000 26.569.94 1,000
101 . 10101 00 0Op 5.1 1 02 04 [Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 246 977195 000 246.977.195.000 - - |- Tunjangan Profesi Guru | Tahunx 245258 [95.000 245,258 193,000
1. 1.0101 00 00 - Tunjangan Penghasilan Guru | Tahun x 1 719,000 000 1.719,106,000
101 10101 0 00 5 | 1 02 06|Tambahan Penghasitan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 16.627,170,000 16,627.170,000 ] Fambeben Panghasiise: Ferdasann I Tahunx  16:627.170.000 14,627.170,000
Pertimbangan Objekuf
2 DINAS KESEHATAN
1.02. 1L.62.01.00.00 5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG 301.975,561.000 301.975,561,000 - L
1.02 . 1.62.01 .06 . 00 S.0:0 BELANJA PEGAWALI 301,975,561,000 301.975,561,000 - -
102 1.02.01 00.00 5. 1.1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 217,980,628,000 217,980,628,000 - -
102 10201 00.0C 5 1_1_01 ol |Gapn Pokok PNS/Uang Representasi 164,532 941,000 164347 752,000 (185.189.000)[ (0 11)|Gap Pokok PNS I Tahunx  164.347.752.000 = 164.347.752,000
102 10201 00 00 5 1.1 01 02 [Tunjungan Keluarga 13.058,540,000 13.058.540.000 - - |Tunjangan Keluarga | Tahwix  13.058.540,000 ~ 13.058 540,000
1.02 . 1.02.01 00 .qp 3 1.1 6l 03]|Tunjangan Jabatan 6351.509.000 651,509 000 - - Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 631309000 = 651509
102 10201 ¢0 00 5 I 1 01 04[Tunjangan Fungsional 22.619.066,000 22.619.066.000 - - [Tunjangan Fungsional | Tahun x __ 22.619.006.000 = 22,619,600
102 10201 00 00 5 1.1 Ol 05]|Tunjangan Bungsional Umum 1 286 993,000 1.286.993.000 - Tunjangan Fungsional Umum | Tahun x 1,286,993 (000 1.286.993.000
102 10201 00 00 .5.101.1.01 06]|Tunjangan Beras 8.843.618.000 §.843.618.000 - - angan Beras | Tahuf x §,843.618.000 8.845.618.000
102 10201 00 O¢ 5 1.1 01 07|Tumangan PPh/Tunjangan Khusus 364.784.000 349 973,000 185.189.000 | 5077 |Tunjangan PPh | Tahun x 549.973.000 349,673,000
102 10200 00.09 5.1 1 01 08 [Pembulutan Gaji 4,000,000 4,000,000 - - |Pembulatan Gay | Tahun x 4,000,000 4.000,000
2 10201 00 Of 5 1.1 01 09]luran Asuransi Kesehatan 5,109 497,000 5.109.497.000 - - Turan Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 5.109.497.000 5_109.497.000
p2 . 10201 00 00 3 1 101 22 [luran Asurans) Ketenagukerjuan 1.509.680.000 1.509,680.000 - - n Asuransi Kctenagakerjaan 1 Tahun x 1.509.680.000 = 1,509.680.000
102 10201 00 00 5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 83,994.933,000 £3,994,933,000 - -
|02 10201 00 00 5 1 1 02 01 |Tamhahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 75 649 789,000 75,699 789,000 B . __w.,_,__.”_..*__w:ﬂ”._.whﬂnzm: an Berdasarkan fabians 75500789, 75.699.789.000
2 10201 .00, 00 5 1 1 02 06| Tambahar Penghastlan Berdasarkan Pertimbangan Objektit X293 144,000 8.295 144 000 - thahan Pengiasilan Berdasarkan I Tahon x 8.295 14 §.295.1 100




